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IIUPflIH ACF]EX UTAII.A

QANUN KABUPA'I-EN ACEH UTARA
NOMOR llTAHUN 20,I2

TENTANG

RETRIBUSI IZIN T4ENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILTAHIRFIAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAH.A PENGASIH LAGI MAHA PENYA\"A,NG

A,TAS RAHMAT ALLAI.I YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEiI UTARA,

Men im bang bahwa untuk rnelaksa,lakan kc.tentuan Pasal
huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Daerah dan Retribusr Daerah, maka perlu membentuk
lentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;

. Undang-Undang Daiurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Oionom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lemharan Negara
Republik lndonesia Tahun 1050 Nomor 58, Tambaharr Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 1092),

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Neg;ara Republik rndonesia Tahun 1g81 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

3. l.Jndarrg-Undang lJonror 1t) Tahun 1997 tentang Penagihan
Retribusi dengarr Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997, N.:mor 42, l.ambahan l.embaran Negara
Republik lndciesia Nomor 3686) sebagaimana telah djubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik lnConesia Tahun 11000, Nornor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia l.Jomor 3987);

4. UnCang-Undang Nomor 1rI Tahun 2002 tentang pengadilan pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran I'legara Republik lrrdonesia Nomor 418g);

5. Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2O0O tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Neg;rra Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran N=gara Republik lndonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang I'jomor 27 Tahun 2007 tentang penataan Ruang
(Lembarar Negara Republjk lndonesia Tahun 2007 Nomor 6g-,
Tambahan Lernbaran l.legara Republik lndonesia fJomor 4725);
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Undang-Undang Nomrr 28 Ta\u.r 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lemberran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 13(t, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049;;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pajak perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Ncrror i40, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5 059);

Undang-UndanQ Nomor 28 Tahun 200g tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan l_embai-an Negara Republik lndonesia
Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nc rnor
Kawasan Pemukimarr
Tahun 2011 Nomor 7
lndonesia Nomor 5{ BB):

I Tahun 201i tentang Perumahan dan
/Lembaran Negara Republik lndonesia
Tambaharr Lembaran Negara Republik

11. Undang-UndanE Nomor 12 Tahur: 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 l.lomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia I'lomor 52 34);

12. Peraturan Penrerinrah Nomor 27 Tahun .1 gg3 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor I Tahun 1991 tentang Flukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 19g1 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 325g);

lSPeraturan Pemerintah Norncr 27 Tahun 1g9g tentang Analisis
mengenai Dampak [_ingkungan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1993 Nornor 5g, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomcrr 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Retribusi Daerah yang lipunJut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibavar Sendiri oleh Wajib Retribusi 

'(Lembaran

Negara Republik lndorresia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor Si79);

'15. Qanun Aceh Nonror 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daeralr Aceh Nomor 38);

16.Qanun Kabupaten Aceh Lltara Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Oi'ganisasi dan -[ata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utari
sebagaimana telah Ciubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2 Tahun 2010 t3ntang Perubahan Atas eanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2OCB tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILA.I.I I1AKYAT KABUPATEN ACEH UTARA,

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEIlIJTUSKAN :

2

I

Menetapkan : QANUN KABUPATEN p.CEH UTARA TENTANG IZ|N MENDTRTKAN
BANGUNAN



*.rrr?,}inlr*u,
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang limaksuC dengan;

1. Kabupaten adalah Bagian dari Wilayah sebagai suatu kesatuan
masyarakat. hukum yang diberi kewenangin khusus untukmengatur dan rrerrg trus sendiri urusan -pemerintahan 

dankepentingan lnasyarakat setempat sesuai tengan peraturan
Perundang-undangan dalarr sistem dan prinsip Ne-gara Kesatugn
Republik lndonesia berdasarkan UUD 1945 yang-dipimpin oleh
seorang Bupati.

2. Qanun adalah peratr_rran perunCang-undangan yang dibentukoleh DPRK dergan persetujuan bersima auiati yan3i mengaturPenyelenggaraan rJiusan pemerintahan dan -Kehidirpan
Masyarakat Ka bupaten.

3. Pemerintah Kabupar:n adalah penyelenggaran Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemlrinta"n Kabupaten danDenran Penvakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dankewenangan masing-masing.

4 B-upati adatah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Utara yangdipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5 i3r:3. Kerja Perangk.t Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalalr instensi pemerintah fjbup-aten niun-Ut.ru y"ung

. berkaitan dengan lzin lrlerrdirikan Bangunan dan Retribusi lzinMendirikan Bangunan.

6. Pejabat adalah pegawai_ yang diberi tugas di bidang lzin
Mendirikan Bangunan dan Retribusi lzin Meniirikan Bangunin.

7. Kas Kabupaten adalah Kas Kabupaten Aceh Utara,
8. Retribusi lzrn Mendiri<an Bangunan yang selanjutnya disebutRetribusi adalah p:rnbayaran etas pemberiin lzin yang diberikan

oleh,Pemerjntah Kabupaten kepada orang pribadi dan/atau badanuntuk mendirikan atau nrr:mbongkar luatu bangunan. yang
termasuk dalam pengerrtian mendirikan bangunan adalah
mengubah dan merobr>hkan atau membangun bangunan.

L Bangunan adaiah kc,ntruksi teknik
secara teiap pada tanah dan/atau
laut.

yang ditanam atau d ilekatkan
perairan pedalaman dan/atau

tidak
Jalan

yang

10. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas yang
b_ol-eh dilampaui oleh bangunan kearah Giris Sempadan
(GSJ) yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

'

1 1. Garis Sempadan Jalan (3SJ) adalah garis rencana jalan
ditetapkan dalam rencana tata ruang.

l2.Koefisien Lantai 3an3unan (KLB) adalah angka perbandinganjumlah luas seluruh lantai bangunan terhadaf luas perpetakan
atau luas daerah perencarraa,r.

l3.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase
perbandingan jurnlah ,uas Iantai dasar bangunan terhadap luasperpetakan atau luas Caerah perencanaan.

3
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BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBIJSI
Bagian Kesatu

Nama
Pasal 2

Itengan uama Retribllsi lzin Menoirikan Bangunan dipungut Retribusi
seba3ai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendrrikan
suatu bangunaf.

Bagian Ked ua
Objek Retribusi

Pas al 3

(1) Objek Retribusi lzin mendirikan Bangunan adalah setiap pemberian
izin untuk mendiril.ian sualu bangr.lnan.

(2)Pemberian izin sebagarmana dirnaksud pada ayat it; metiputr
kegiatan peninjauan de,sain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana leknis
bangunan dan roncana tala ruang, dengan tetiip mentporllirtlkan
koefisien Dasar Bangunan (KDt3), koefisien luas bangunarr (Kl..l3),

4

14.Wajib Retribusi aCalah orang pflbadi atau bradan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayarar retrifr us i.

15. Masa Retribusi adalah langka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas lzin
Menditikan Bangu n;rn.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya drsingkat SKRD
adalah Surat keputusarr yang menentukan besar jumlah retribusi
yang terutanJ.

17. Surat Ketetaparr Relribusi Daerah Lebih Bayarr selanjutnya
disingkat Sl(RDL B adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pemtrayaran retribusi karena jumlah kredit
retribursi lebitr besar da;ipada retribusi yang terutang atau
seharusnya terutang.

1B Surat Tagihan Retribusi Da:rah yang selanjutnya disingkat STP.D
adalah Surat untul: melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
adnrinrstrasi berupa oend a.

19.Surat Keputusan Keoeratan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, STRD atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan
oleh walib retrio u s r.

20. Pemeriksaan aJalaf, serangkaian kegratan untuk rnencari,
mengumpulkan dan mengoian data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatr.rhan pemenuhan kewajiban

" Retribusi berdasa.ltan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah.

21. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah aoalah serangkaian
trndakan yang dilakukan ot:h Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Per yidik untuk mencari serta mengumpulkan
buktr yang denga r bLrLti itu rnernbuat terang tindak Pidana dr
bidang Retribusi Daeiah yang terjadi serla menemukan
tersangkanya.



dan .pengawasan penggunaarr bangunan
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
yang menempati bang rr nan tersebut.

(3)Tidak termasuk objek retribr-,sr aclalah pemberian

a. Bangunan fungsi sosial.

(1) Subjek Retribusi lzin Ntendirikan
ateu badan yarrg memperoleh
Pemerintah Kabup,aten

b. Barrgunan milik pemerintah atau pemerintah kabupaten

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

yang meliputi
keselamatan bagi

izin rrntuk

Bangunan adalah orang pribadi
lzirr Mendirikan Bangunan dari

(2) Wajib Retribusi lzin lvlendirikan Bangunan adalah orang pribadi
atau badan yang merurut ketentuan peraturarr perundang_
undangan diwajibkan urrtuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuK pen)ungut atau t,omotong lzin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi lzin mendirikan Barrgunan

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Reiribusi lzin Mendirikan Bangunan digorongkan sebagai Retribusi
Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

(1) Ynlt mendirikan bangunzrn harus ada lzin Mendirikan Bangunan
dari Bupati atau pejabat yarg drtun;uk,

(2) Llntuk memperoleh tzin lr4endi:ikan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan surat permohonan
dengan mengisi formulir yang telah disiapkan serta dibubuhi
m aterai.

(3) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
disertai dengan persyaratan yang yang ditetapkan oleh Bupaii : ' '

a. tanda bukti pemilikan tanah (sertifikat hak tanah) ;

b. tanda bukti lunas pajak Bumi dan Bangunan (pBB) ;c. gambar bangunan yang terperinci ukurannya, site plan/situasi,
denah, tampak dan gambar potongan yang clikeluarkan oleh
perorangan atau badan usaha yang memiliki sertifikasi resmi
perencanaan konstruksi,

d. uraian tentang bahan-bahan yang akan dipergunakan
campuran dan ukuran bahan_bahannya;

e. Kartu Tanda penouduk (KTp) pemohon yang masih berlaku;f, Nomor Pokok Wajib eajak (NpWp) pemonoi;
g. Surat Pernyat:ran lioak menggunakan bangunan untuk sarang

Burung wallet yang diberi materai secukupn-ya;
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h. Untuk jenis barrgunan tertentu (sesuai dengan sifat
penggunaan dan pemilikan, harus dilengkapi pula dengan
beberapa persyaratan yang diperlukan untuk itu, seperti izin
prinsip/lokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, gambar
dan perhitungan l<,:nstruksi bangunan, hasil penyelidikan
tanah/sondir, Amdal atau UKL/UPL, izin Gangguan (HO),
Rencana Sistem Proteksi Pemadam Kebakaran, rekomenclasi
dari SKPD Teknrs yang beruuenang.

(4) lzin Mendirikan Bar,gunan dapat diproses apabila sudah melunasi
lzin Mendirikan Bangun;,n oan Retribusi lzin mendirikan
Bangunan.

Pasal 7

(1) Permohonarr lzin Mendiril<an Bangunan tidak Capat dikabulkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan alasan.alasan :

Tidak melengkapi syaralsyarat yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 6 ayat (3) eanun ini;
Tidak ses uailbertenta nE an dengan kepentingan umum dan
peraturan perundangarr-undangan yang berlaku;
I idak sesuai/benentangarr dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) bese rta turrrl2;1ny3,
Melanggar giiris sempacian cian persyaratan teknis lairrnya,
Apabila ada pengaduan <arera melanggar hak pihak lain;
-idak memenuhi sya rat-svarai kesehatan.

(2) Kqputusan tentang penolakar harus diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-
alasan penolakannya dalam rvaktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sejak permohonan drterima;

(3) Apabila Pemohon berk:be.-atan atas penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat ({) dan ayat (2) maka Bupati atau pejabat yang
ditunjuk mengajukan keberatan tersebut kepada kelompok Kerja
Pemanfaatan dan Pen3endarlian Pemanfaatan Ruang Daerah Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk dibahas dalam
rapat koordinasi yang al..an memberikan alte,rnatif kebijakan yang akan
diambil oleh Bupati Aceh Utara n.relalui Ketua Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Utara

Pasal B

Tanpa lzin Mendirikan Bangunan boleh dilakukan pekeriaan.pekerjaan :a. Perbaikan ringan-r'ingan, nrengecaVmengapur dan memplaster/
menutup retak-retak dinding bara, dengan semen atau aspal;b. Memperbaharui lanta i/la ng it-lang it dan atap selama tidak merubah
tinggi ruangan, memperbaharui bagian-bagian y,ang bergerak,pada
pintu pada jendela asal tidak rnerubah bentuk yang lain;

c. Membuat sekatan kamar 1,ang dapat dipindahkan;
d. membuat emperan yangl tidak bertiang dengan penonjolan tidak lebih

tinggi dari 1,5 (satrr koma linra) meter;
e. Memperbaharui pagar yang terbuat dari bata, besi dan kayu dengan

petunjuk teknis dari pe.jabat yang ditunjuk.

a

b

(-

d

I
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Pasal 9

(1) lzin Mendirikan Bangunan uniult Ba ngun an-bang u nan tertentu

(Menara TelekomunrraJi, spgu, Bangunan lndustri) lnempunyai masa

U;aff1 ;Hh;;;;;-;;';; o'pll.;njuns seranrbat-rarnbatnva 3 (tisa)

tuian-LeGiu m maSa he rrakun ya h abis

i2) lzin Mendirikan Bangunan harus .diperlJanjang 
masa berlakunya

' ' sJelum iangka waktu berakhir apabila :

a. Sewaktu t.in rvr"niiiittln e'ng'n'n diterima' peker'iaan belum

dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

b. pekerjaan terhenti ,"[*. ""uir, dari jangka waktu 6 (enam) bulan'

(3) Untuk Perpanlangan lzin Men<lir ikan Bangunan sebagainlanat"' 
i'..nlirri oij"'rvit tzl p"'ug'ng i::in waiib mengajtrkan permohonan

kembali dengan ."ti"l^ti'L'"ri"" keterangan-ketera rlga n dan atau

alasan-alasan puX.'iua].t' o"iirm- Oimutai clan atau terhenti dikerjakan'

dan diwajibkan *"'o'v"irli" H'r"nJiiir'n Bangunan dan Retribusi lzin

mendirikan Bangunan

Pasal 10

lzin Mendirikan Bangunan yarrg telar diberikan dapat dibatalkan apabila

a

b

c

Dalam tempo 6 (enam) bulan sesudah lzin Mendirikan Bangunan

JiUetiXan pemegang izin belum mulai bekerja;

Pemegang lzin Mendirikan Bangunan tidak lagi sebagai orang yang

berkefentingan atas bangunan itu '

Buoati atau pejabat yang ditunjuk mengetahui bahwa keterangan-

;;,5;";# ;*g-dinliir;,,'-iia't u"n''l sehinssa lzin Mendirikan

ar;e,r"-r. teiah iioer,kan dengan tidak semestinya;

Pekeriaan tidak dilaksanakan mer'urut ketentuan-ketentuan Qanun ini

atau menyimpang da:i pui"ni't'n yang ditentukan dalam Surat lzin

Mendirikan Bangunan.

d

Par-a graf '1

Ketentua'1 Teknis
Pasal 'l l

(1)

(2)

Banounanharusdibuatsesuaigambaryangtelahdisahkanoleh
Jinai Can/ataLr lembaga lain yang berwenang'

Letak dan jaraP' bangunan dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan ne$aIA 'r

minimal 20 Vt dari as jalan

b. Garis Sempadertr Bangunan (GSB) pada sisi jalan provinsi '

minimal 15 M dari as ialan'

c. Garis Senrpadan Bangunan (GSB) pada sisi jalan

kabupaten rninimrrl 'l 2 M dari as ,ialan ' '

d.GarisSemoadanBangunan(GSB)padasisi'ialardesa
minimal B M dari as ialan'

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien. Lantai Bangunan

ikuei dit.truikan itengan ketentuan yang ada pada Rencana

i;i;'R;;;s wilavah 
'(nrnwl 

Kabupaten Aceh Utara dan

turunannYa.

(3)

I



(4) Untuk barrgun:n di daerah pr:rkotaan cjan pasar serta hangunan
yang telah dibar,gun sebelum Qanun ini ditetapkan, maka aturan
GSB akan disesuaikan der:gan keadaan lokasi setempat.

(5) Untuk perumahan <omplek pemukiman yang sifatnya
menggunakan ialan klrusus disesuaikan dengan keadaan lokasi
tersebut,

(6) Bangunan harus menggrnakan bahan-bahan yang baik dan kuat.

(7) Luas lubang cahaya bih pintu dan jendela tertutup sekurang-
kurangnya 5% llima persen) dari luas lantai.

(8) Tinggi pagar tembok alur perkarangan yang menghadap jalan
tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter untuk ketinggian selebihnya
dibuat tembus panciang.

(g) Untuk pekarangar yang berada dipersimpangan atau yang
dianggap rauran kecelakaan Lalu lintas, pagar harus dibuat bentuk
elif.

Pa ra g raf 2
Pengawas Bangunan dan Pengeirdalian Bangunan

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Cipta KanTa Kabupaten Aceh Utara Karena
Jabatannya adalah Pengawas Bangunan dan PengenJalian Ruang.

(2) Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara dapat menunjuk
Pengawas Bangurrern dan Pengendalian Ruang untuk izin

. Mendirikan Bangunan (lMB),

Pasa! 13

(1) Pengawas Bangunan dan Pengendalian Ruang terlebih dahulu
harus meneliti/memeriksa permohonan-permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebelum
lzin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk;

(2) Pengarvas Bangunan ,lan Pengendalian Ruang melakukan
kegiatan pengawasan meliputi :

a. Pengawasan terhadap pelaksatraan penerapan peraturan
perundang-undangan pada umumnya dan IMB serta upaya
penegakar, hukum;

b. Pengawasarr dilallukan dengan melakukan pemantauan
terhadap penerapan peratrtran peru ndang-u ndangan
sebagaimana Crmaksud pada butir a;

c. Penertiban llVrB bangunan/atau gedung fungsi khusus;

d. Pengawasan penrbangunan dan pembongkaran bangunan
ged u ng fungsi khus,us;

e. Pelestarian/pemugaran bangunan dan/atau gedung fungsi
khusus;

f. Memantau kesesuaian fungsi bangunan dengan tata guna
laha n.

B

l

l



(3) Peran masyarakat :

a. Masyarakat dapat nrelaporkan secara terlulis kepada
Pemerintah Kabupaten tentang indikasi bangunarr gedung yang
tidak laik funqs, dan/atau beipotensi rneni-rnbrtk"n grri iuaidan/atau balraya bagi pengguna. masyarakat dan/atau
lingkungan melalui r;arana yang mudah diaks6s;

b. Laporan tertulis oibuat berdasarkan fakta dan pengamatan
secara objektrf da.r perkiraan kemungkinan secara ieknis gejala
konstruksi bangunan gedung yano tidak laik funqsii

( ) Atas pernrintaan pemilik bangunan atau atas perintah Bupati AcehUtara atau Perabat )/ang ditunjuk, pengawas Bangunan danPengendalian Ruang wajib nrengeluark-an surat -keterangan
tenta,lg kekuatan lionstruksi dari sebuah atau sebagian banguianyang telah setesai dikerjafian setelah dilakukan kajiai teknis. 

-
(5) Ketentuan ntengenai penerbitan surat keterangan tentang

kekuatan konstruksi diietapkan melalui peraturan bupiti.

,",,lili,nlT"';,n"n
Pasal 14

(1) Bangunan yang telah diJirikan tetapi tidak memitiki lzin
Bangunan dapat dipeni.nbangkan untuk menrjapatkan
sepanjang banguna., ters,:but sesuai dengan peruntukan
lahan dan memenuhi ketentuan teknis lairrnla;

(2) Pdmilik Bangunan wajib melaksanakan pemutihan lzin
Eangunannya.

Mendirikan
Pem uiiha n
tata gu na

Mer,d iril<an

(3) Untuk pemutihan barrgunan dit<enakan Retribusi mendirikan
Bangunan sebagaimana djmaksud dalam pasal S ayat 1Z) atai
bangunan yang sudah didirikan, dikenakan denda sebesir SO.Z. tfimapersen);

(4) K.etentuan mengenai pemutihan rzin Mendirikan Bangunan akan
dijelaskan lebih lanjut pada peraturan bupati.

Pasal 15

(1) Bangunan yang sudair crirliriran tanpa lzin Mendirikan Bangunan dantidak dapat dikenal,an pemutihan, diberikan dispensisi untukpemanfaatannya dengan Surat lzin Sementara;
(2) Pemilik Bangunan sebagair,rana dimaksud pada ayat (1) setiap 3(tiga) tahun sekati, diwajibkan mengajukan permohonan untuk

memperpanjang Surat :zin Sementara kepada Bupat, atau eejabatyang ditunjuk;

(3) surat lzin sementara baru dapat diberikan apabira sudah diadakanpemeriksaan bangunan dan biaya lzin Mendirikan Aangrn"n Ja;Retribusi lzin mendirikan t3angunan sudah dilunasi oleh-pemohon,
Bangunan-bangunan sebagaiman-r dimarksud pada ayat it; narusdibongkar tanpa mendapJt garrti rugi seterah diberitahukan orehBupati yang dinyatakan dalam iurat peirberitahuan;

9



(4) lzin Sementara Can Ketentu.rrr serta syarat-syarat bangunan yang
tidak dapat dikenakan pemutih:rn sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), tatacara dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan peratuian
Bupati.

p" r"x" u n, 
" 
f l'"LtJ;:1" Ba n s u na n

Pasal 16

(1 ) Pekerjaan mendirilian bangunan dimulai pelaksanaannya setelah lzin
N4end irikan Bangunarr diterbitka r;

(2) Selama pekerjaan dilaksanakan, lokasi pembangunan harus
dilengkapi dengan papan petunjuk lzin Mendirikan Bangunan yang
ditempatkan pada bagran cJepan bangunan hingga bangunan tersebu-t
selesar dikerjakan,

Pasal 17

(1) Apabila menurut Pengawa s r3angunan dan pengendalian Ruang
dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan terdapat penyirnpangan atau
pelanggaran terhadap surat lzin Mendirikan l3angunan yang telah
diterbitkan maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk bemuenang
memerintahkan u,rtuk penglrentian pekerjaan tersebut.

(2) Pemegang lzin lvlendirikan Bangunan wajib menghentikan pekerjaan
untuk sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sambil
menunggu ketentrtan lebih lanjut.

(3) Apabila penregang tzin Mendirikan Bangunan tidak mengikuti
ke[entuan sebagaiman:r dimaksrtd pada ayat (2), maka pengiwas
bangunan dan Pengendalian Ruang atas izin Bupati atau eLiaUat
yang ditunjuk dapat membongkar bangunan secara paksa seielah
memberikan teguian perlama, kedua dan ketiga kepada pemilik
bang u na n;

(4) Segala biaya yang ditrrnbulkan akibat pembongkaran tersebut
dibebankan kepada pemegarg lzin lvlendirikan Bangunan.

F'asal 1 8

(1) Apabila suatu bangunan sebagian atau seluruhnya menurut
Pengawas Bangunar, sudal^ rusak/ticlaK kuat lagi sehingga
dikhawatirkan akan rrtntun atau akan membahayakan pengnuninya
atau khalayak ramai, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan
surat pemberitahuan dan rnernerintahkan kepada pemilik untuk
memperbaiki atau nrembongkarnya.

(2) Untuk melaksanakan perltaikan atau pembongkaran sebagainrana
dimaksud pada ayat (1) pemilik bangunan wa.jib merniliki lzin
Mendirikan Bangunan

(3) Apabila pemilik bangunan tidat melaksanakan perbaikan atau
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untrjk mencegah penggunaan
sebagiar, atau selurr-th cangunan, bllamana perlu .nenggunakan
penegak Hukum.

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan
pelaksanaan, pencegahan atau pembongkaran sebagaiman dimaksud
pada ayat (3) atas biaya pemilik bangunan.

l0



Pasal 19
(1) Terhadap surat pemberitanuan untuk memperbaiki atau membongkarbangunan sebagaimarra dinraksud d.l;'ir;;; 18 ayat (1) pemitikbangunan dapat mengajr.rkan p"rrrint".i-*peninjauan kembali' sebagian atau se lu ru h nya.

(2) Pemilik bangunan dapai melnoola atau menenma seorang ahlibangunan untuk mernbela kepent.nganny;. -
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk segara memberitahukan keputusanterhadap permintaar, peninjuan kEmbati 

- 
sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

Pasal 20

(1) Bupati atau pejabar, yang ditunjuk dan pengawas Bangunanbenrvenang memasur<i bangJnan, atau yang seOang dikerjakan untukmelakukan pemeriksaan bangunan.
(2) PemiliuPemegang rzin Mencririkan Bangunan wajib merrrberikan izinpemeriksaan sebagaimana dimaksuo paia ayat ii I

Pasal 2'l

(1) Bangunan-bangunan yang sudah ada di daerah-daerah vang terkenapasangsurut sebelurn berlakunya eanun ini, kecuali yang-sri.h ;;"1izin dari Buparr atau pejabat vr.g oii j"jr[l'oitetapkan 
sebagaibang unan sementara.

(2) B.angunan-bangunan sebagaimane dimaksr,rd pada ayat (1) harusdibongkar setelah diberitairukan of eir 
-Aulati' 

atau pejabat yangditunjuk dalam jangka waktu Tang Oinyatakaipemberitahuan tersebut.

pRtNSrp DAN sASAHiR Xo.o* pENETApAN
STRUKTUR DAN BES,\RNY'A TARIF NCTNIAUSI

Pasal 22

(1) Prinsip dan sasaran daram .renetaJran tarif retribusi cJidasarkan padatujuan untuk menutup sebagran atiu seiuiur, Lily" p"ny"lenggaraan
pemberian izin yang bersang-kutan.

(2) Biaya.penyelenggaraan 
.pemberiarr izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pEngawasan di lapangan,penegakan hukum, penatausahaan dan biaya"darprf, nugrtif i;iipemberian izin tersebut.

(3) Biaya pengecekan, pengukurar iokasi, pemetaan
transportasi untuk tujuan verifikasi permolionan lzintrangunan dtbebankan kepad a pemohon.

BAB VI

dan biaya
Mend irikan

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan

diberikan

F asal D.zA
jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang

11



I3AB VII

STRUKTUFI DAN BESARNYA TARIF

Pasal B2A

(1) Besaran Tarif retribusi yang dikenakan -.dihitung 
dengan cara

mengalikan tarif satuan retribusi dengan Koofisien Luas Bangunan'

Tingkat Bangunan dan Guna Bangunan

(2) Besaran tarif Satuarr lzin tvlenclirikan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 (dua) wilayah meliputi:

a. Wilayah satu, dan

b. Wilayah dua.

(3) Wilayah Satu seoagaimana cirnaksud
persil di sepanjang lalan negara dan
dilaluinya.

(4)

a. Besatnya tarif satuan retrrbusi Lrntuk Bangunan Permanen ditetapkan

sebesar Rp.600.000,-/izin

b. Besarnya tarif satuan retribusi unttrk Bangunan Semi Permanen

ditetapkan sebesar Rp.400.0O0,Jizin

c. Besarnya tarif satuan retribusi untuk Bangunan Kayu ditetapkan
set esar Rp.300,030,Jizin

Wilayah Dua sebag;timana dimaksud pach ayat (2) huruf b meliputi

kecamatan pedalaman dar, kecamatan pesisir'

a Besarnya tarif retribusi untu( B?ngunan Pt:rmanen ditetapkan

sebesar Rp.500.00C,-/izin

b. Besarnya tarif retribusi unt;k Bangunan Semi Permanen ditetapkan
sebesar Rp 300.000,Ji2'n

c. Besarnya tarif retribusi untuk Bangunan Kayu ditetapkan sebesar

Rp.200.000,Jizin

Tarif satuan Retribusi untuk membuat jalan-jalan, saluran-saluran air,

tembok perbatasan halaman dipungut untuk setiap meter persegi

Rp. '1500.-

pada ayat (2) huruf a meliPuti
pusat kota kecamatan Yang

(5)

(6)

(7)

(8)

(s)

Tarif satuan Retribusi unt'lk menrbuat pagar-pagar kayu

perbatasan halaman, termasuk tiang-tiang kayu dengan l<awat

kawat bei'duri untuk setiap meter sebesar Rp. 2 500 -

Tarif satuan Retribusi untuk membuat pagar-pagar besi

perbatasan halaman, untuk setiap meter sebesar Rp 1 250'-

Tarif satuan Retrrbursi uttuk rnembuat atau memperbaharui jembatan-

jembatan sesuai dengan luas muka jembatan, untuk setiap meter

persegi sebesar RP. 7 500 -

Koofisien Luas Bargttnan, Tlngkat Bangunan dan Guna Bangunan

sebagaimana dimakJu,l pada ayat (1) adalah sebagai berikut

pada
atau

pada

12



NO

1

)

4

5

5

7

8

a Koefisien Luas Elangunar

Li.JAS BANGUNAN

sid

s/d

s/d

s/d

s/d

sid

s/d

Bangunan

Bangunan

Bangunan

Bang u na n

Ba ng u nan

Bang u nan

Bang u na n

Bang u na n

d e ngan

de nga n

dengan

d eng an

d e nqan

d engan

deng a n

clengan

lu:s

lu as

lras

IU aS

lua s

luas

lu as

luas

'1 ,00

1,50

, r,n

3,50

4,00

4,50

5,00

6,00

100 M,

250 M'

500 Ml

1000 M,

2000 M,

3000 M,

4000 M,

4C00 M'

1

2

3

4

6

7

b. Koefisien Tingkat Banguna n

TII.JGKAT BAI{GUNAN

Bangunan 1

Banguna n 2

Bangr":nan 3

Bangunan 4

Bangunan 5

Bangu nan 6

Bangu nan 7

c. Koefisien Guna Bang unan

GUNA BANGUNAN

Lantai

Lantai

Lantai

Lantai

Lar,tai Keatas (s/d 50 m)

[-antai l(eatas (50 s/d 100 m)

Larrtai Keatas (> 100 m)

Pemerintahan

Ferunrahan

Fasilitas Um;nr

Pend id ikan

Kantor Non Demerintaharr

Perdagangan dan Jasa

lndustri

Khusus

Campurarr

Lain-la in

KOEFISIEN

0,50

1,00

1,00

1,00

1,50

2,00

2,00

2,50

3,00

,1

2

3

4

E

6

7

8

I

Bang u na n

Bangunan

Banguna:r

Bangunan

Bangu na n

Bangunan

Bangunan

Bangunan

Bangunan

Bangunan10

KOEFISIEN

1,00

1,50

2,50

3,00

4,00

5,50

7,00

13
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(10)

(r r)

(12)

(13)

(14)

Tingkat penggunar;lr jaszr Retribr.rsr lzin Mendirikan Bangunan diuku:'
dengan rumus yang lidasarkan atas faktor luas bangunan
keseluruhan. Jumlah tingxat bangunan dan rencana penggunaan
bangunan.

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan bobot
(koefisien) sebagaimana tersebut pada tabel a,b, dan c.

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan dihitung dengan cara
mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8) dengan Koofisien Luas Bangunan dan Guna
Bangunan sebagaimana din,aksud pada ayat (9)

Atas Pembayaran biaya dibei;kan bukti pembayaran.

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (a),
ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) disetor ke Kas melalui bendahara
Khusus penerima.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi yang terutang
Utara.

Pasal 24

dipur gut di dalam Wilayah Kabupaten Aceh

tsAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

fr asa I 25

(1) Pemungutan Retribusi tidek Capat d iborong kan/dikontrakkan
(2) Retribusi dipungut dengar menggunakan Sl(RD atau Dokumen lain

yang dipersamaka n,

(3) Dokumen lain yarrg Cipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(1) Ketentuan men3enai tata cara pembayaran diatur dengan
Peraturan Bupati.

11,

BAB X
TT.TA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

(1)Pembayaran retnbusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur lebih lanjut dengarr Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAi\I

PEMBEBASAN RETRItsUSI
Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan relribusi atas persetujuan Dewan Penvakilan llaxyat
Kabupaten (DPRK)



pembebasan
(1 ) diberikan

retribusi
dengan

(2) l,:rO"ri.n pengurang€,n keringanan danseoagatmana d imaksud dalam ayat
memperhatikan kemampuan wajib retribusi,

(3) T3t? cara pen3urangan kerin3anan dan
dttetapka n oleh Bupati.

pembebasan retribusi

,.iif,,ilI|"
Pasal 28

( l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah
Kabupaten droeiikan 

-we,ryenang 
khusus se6agai penyidik untukmetakukan penyidikan tind;k pid"""--ii"' uiO"ng pajak

Daerah/Retribus, Daerah.sebag"i,n;--" ;i;.,lrkJud oatam Undairg-Undang Nomor 8 Tahun .lt-:g1 i".tr"g irkr, i*cara pidana.
(2) Wewenang penyicjik s€rbag31r"n, dimaksud pada ayat (1)

a. menerima, mencari 
.mengumpulkan dan r.neneliti keterangan,laporan berkenaan tinctalipidana OlOiOlng plrpajakan daerahagar keterangan atau taporan terss[u1 _."l.ji 6Oin f"rgk"pdan jelas;

b. meneliti, mencari dan. mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi alau Lrad_an 
,tentang kebenariri perUuatan "yang

dilakukan sehubungan dengan tinOaf 
-plJalra 

perpajakan
daera n;

" . 
lT:r:^[e.tel:n-qan dan barang bukti dari orang pribadi araurraoan senLrbungan dengan tindak pidana dibiding RetriLusr:Daerah;

d. memeriksa buku cata.:an Can dokumen iain berkenaandengan tindak pidana dibidang purprjuf,ri'O"""rrn
e. merakukan penggeredaharr untuk mendapatkan barang buktipembukuan, pencatatar., Oan aofumen fJi"'r"n, melakukanpenyitaan terhadap c:rrang bukti terseOut; 

--
f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai iersangka atau silsi; 

'-'-'-'
g. menghentikan penvid ikan; dan.ratau
h. melakukan tincjakan, lain 

. 
yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibida;g'netiiUusi'baerah sesuaid e n g a n ke te,r t u a n pe, r3llr 13 n p 

" 
rr ria 

" 
n g _,;;; n g 

" 
n.i. Penyidik sgbagaimana 

- 
dimafqyd pada ayat (1)nremberitahukan dimulainya penyidikan ciarr menyampaikanhasil penyidikannya kep;rda pinr'ntrt U.JIr'metalui penyidik

Pejabat Polisi Neoa a .eepubtik t";;;;;,'sesuai denganketentuan yang ciiJtu.-,iata'n.r unoan!-uiilng'Huxu, ncaraPidana
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sANKST o?,it#il.*r,"o*
Pasal 23

(1)Daiam hal Wajib Retribusr 
.tertentu tidak membayar tepat padawaktunya atau kurano rnembayar, dike;k;;;;ksi administratifberupa denda sebesai z% f.iua'perse;;;il; iiiun ouri Retribusi

[Trrtj^T:: I?ls 
tiiak atau kurans aiu"v'l JJn oit"sin J;.s*

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana ctimaksud pada ayat (.1)didahului dengan Surat 
.legjran.

tt'[:::iJ:il 
ffi:?,enai 

tata cara penasii,an d,atur rebih tanjut densan

Pasal 30
(1)Bangunan yang tidalr sesuai dengan

I:le_ltuan teknis barr3urran yang tetah dunoakan penediban be, upa pem-bongkar
(2) Pembongkaran sebaoarmana dimaksL,d pada ayat (1) didahuluigil:i: tesuran darl dir:kukan r"i",rn"riijpat perscrujuan
(3) Ketentuan mengenai r:l: 

-,":li 
peneguran dan pembongkaranbangunan diatu r let,in lanju, clengan eeiaturarr iu*pati.

i]AB XIV
(EDALUWARSA

Pasal 31
(1)Hak untuk mejakukan penagilran Retribusi, Kedaluwarsa setelahmelampaui jangka waklu i f,isrl 

-i;hr" ',uii,ir"o 
sejak saarterutangnya Retriousi, r.ecuari ip"aOita W"lio'n"triOrsi metakukantindak pidana dib,dang kernDusl.

(2) Kedaluwarsa penae:han.,Fetrjbusi sebagaimana dimaksud paclaayat (1 ) tertangguh apabrta :

n surat teguran oan/atau surat paksa; atau
gakuan 111311g Retribusi dari wajib Retribusi,maupun tidak langsung.

a. diterbitka
b. ada pen

la n gsu ng
(3) Dalam hal nnenerbitkan

rencana tata
itetapkan, akan
an.

ruang dan
dikenakan

baik

(4) Pengakuan utano ret: orr,:i secara langsunq sebagaimana

l[:5: :j,, ff :', jk:,,: : : ::l::: -; ", ^ 
;',;iil'R"t,i u u" i d e n s a n

. 
"r, " ".i " 

vi i. ;ilI "r:f :,. In'i.ffiI|-:Ta I h uta ns dan beiu m

(5) Pengakuan uta,1! ret,it)u.sr secara tidak lansung sebagaimanadimaksud padc avat 12 ) hr.;i;. ;"r.io,,ili""n"rl! dari pengaluanpermohonan anggsuran atau penunoaan'- plmbayaran danpermohonan kei:eratan.,fen Wa,iU'Cetnfruli He,

sebagaimana dimaksud
penagihan dihitung sejak
tersebut

(1) Piutang
untuk
dihapus

Surat Teguran dan Surat paksa
pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa

tanggal penyampaian Surat paksa

pasal 32
retrrbusi yang trclak mungkin ditagih lagi karena hakmelakukan p_.nagihan iudah i.,1"il"*"i.r,,i.p.t
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(2) Keputusan Penghapusan PiLrtang Retribusi yang sudah
'-' 

f aialuwarsa sebagaimana linraksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh BuPati.

(3) Tata cara perrghapLr:;an piutang - retribusi yang sudah

kedaluwarsa diatur derga n Peraturan Bupati

BA.B XV

KETET.ITUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

fing-Xat ll Aceh Utara Propinsi Daeral" lstimewa 'Aceh Nomor 18 Tahun

1g9ig tentang lzin lv'lendirrkan Bangunan dan Retribusi lzin mendirikan

Bangunan dicab'ut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatrr lalam Qanun ini, akan diatur lebih laniut

dengan Peraturan BuPati.

Pasal 35

Qanun ini mulai oeriaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh

Uta ra.
DitetaPkan di Lhokseumawe

ada gal 14 Aoustus 2012 M

P4 a- 26 Ramadhan1433 H
p

ACEH UTARA,

HAMMAD THAIB
U

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Aqustus 012 M

adhan'1433 H

DAERAH

S UD IN USMAN

LEMBARAN KABUPATEN AC-I:H UTARA TAHUN 2012 NOMOR lX
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Pasal 3

RETRtBUSt tZtN MEtrrtJtRtKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah adarah sarah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagiDaerah dalam rangka penyelenggaraan p",nl"ngrn". Daerah. Untuk itu, sejalandengan tujuan otonomi oaerah lenerimaan Daerah y"ng u"rusui-o"ii6gtnur.iDaerah dari waktu ke waktu harus .senantiase ditrlngkatkan. fat ini oimarzudkan aga,peranan Daerah daram memenuhi keL,utuhan Daerah khususnya oatam r,arpeyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat sernakin meningkat.

Salah satu jenis Retribrsi yang dapa: jipungut oreh pemerintah Kabupaten AcehUtara sesuai Pasal 127 ayat (2) hur.rf g Uridang-Undang Nomor 2g Tahun 2009tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adarah Retribusi rzin rnendirikanBangunan' sesuai ketentuan pemirngutan Retribusi Daerah harus ditetapkan denganQanun. Sejalan dengan hal tersetut, penetafan eanun ini dimaksudkan agaradanya kepastian hukum 'Jan pemungr.r{an Retribusi rzin mendirikan Bangunanmaka perlu diatur dalam suatu eanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

PENJELASAN
A'rAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR lg- TAHUN 2012

TENTANG

Pasal 2
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat 1

Cukup jelas
Ayat2

Cukup Jelas
Ayat 3 Bangunan fungsi sosiar aoarah banounan yang diperuntukan untuk fungsikegiatan sosial seperti, canti aslhan, rumah jompo, rumah ibarlah,dayah/pesa ntren. dan Balai pengajran.

Pasal 4
'Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 1 1

Cukup jelas
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Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14 -

Cukup ielas
Pasal 1 5

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jetas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 1 8

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) Besarnya retribu
Besar Retribusi

si d.ihitung dengan cara sebagai berikLrt:
= (Koefisien Luas Bangunan Oit<ati Koefisien TinqkatBans:nan o ir<ari K jefrsien c;;, ;;;;;,'..' oYi.,,Tarif Retribusi)Pasal 23

C ukup jeras
Pasal 24

C ukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup ielas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2) 

-peneguran. disamparkar, oleh pejabat pengawas danBangunan 
l:l:1? pemirik bangu;an yang metanggarruanS da:,_^l:lenlyen teknrs bingunan sebanyak tigamengg unakan surat resmr

Pengenda
rencana
kali

Surat Teguran pertama drs.:nrpaikan setelah pejaba
pelanggaran perur.rtLrkan ruang dan ketentuan teknisTeguran Kedua disampaikan 2 fOrrj 

'.i.Jgr';;i.j
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Pasai 33

Pasal 34

Pasal 35

pertama diterima c
tioar< mela rur;'i"J,.ffi:: t? 

l^n^T" i o_.,"

sesuai dengan ke

[+jfl,;:lH;triiltrl'r,H:;l"*lenHi'iffi

$*#frd$}ffirffiffi
Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KAB[JF'ATEN ACEH UTARA NOMOR
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